HUKUM ISLAM DI INDONESIA, MUNGKINKAH ?

Marluunr”

Abstrak: Hukum [slem menghodiepi dilema dalam
praksis sosial. Hukum Islam seyogiemya integral dan
inhern di tengah-tengah deryut keludupan umat. [h
faviah aiv, hukuwm lslam diposisikan setengah hal,
aribare ya den bdak. Hulem [slom dikatakan ada
karema nyatanya memang ada, Komprlasi Hukum
[slam (KHI) wdalah buktinga, Dikatekan  fidoek,
karena daelarm realitosmya Hukum fslam difermpatian
parsial, tdak wieh. KHI henyga mengatur  dn
memaal  maters Hukum  1slam yamg  mengatur
seputar hlaen keluarga (al-atmod] al-shakhsiyalt) an
sich, kemmudian  dilembagakan  melalwr  Lindang-
Undang Momor 7 Tahun 1989 dengan ioewernang:
perkicinam, keumrisen dion wnkaf senentara matert-
muiter1 Hukume Tslami Inimmg belum terakoodas:
Tulisan in1 hendak neelihat ekl lanjut bagainana
eheiotensi Hukum Islom dolam tata perumdangan 4
Indonesia.

Kata Kunci: Hulum Islom, Figh, Ushul Figh,
Shari'ah, KHI

PENDAHULUAN

Islam adalah ide besar yang dapat digali dan diambil
“makna” tersembunyi darinya. Islam bagaikan lautan yang
tidak bertepi, terus-menerus mengalir. [N samping itu, satu
sisi Islam menjadi fenomena sosial yang dapat saja dirasakan
kehadirannya. Baik dalam koridor kehidupan yang sempit
(individual), kolektif (negara) maupun kehidupan sosial
lainnya. Dalam bingkai lain Islam “didaulat” sebagai sumber

hukum bagi pemeluknya.

* Penulis wdalah Dosen Jurdsan Syarifah STAIN Pontisnak
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Dalam kaitan ini pertama-tama yang perlun dijelaskan
adalah keberadaan manusia sebagai "produk” Tuhan.
Manusia makhluk tidak bebas nilai, ada banyak koridor yang
selalu membatasinya. Manusia dibatasi oleh “kekuasaan” dan
“kehendak™ Tuhan. Tuhan bersifat absolut, sementara
manusia berada dalam posisi sebaliknya. Inilah salah satu
bentuk dikotomi yang membuat jarak antara Tuhan dan
manusia secara legas.

Meski demikian realitas manusia di muka bumi selalu
menantikan kehadiran-Nya. Keberadaan Hukum Islam?
merupakan wujud lain kehadiran Tuhan itu sendird. Di sind,
hukum Tuhan menjadi mutlak dan diperlukan yang
ditempatkan dengan penuh sakral, di samping senantiasa
memposisikan kitab suci al-Chur'an sebagai otoritas hukum,
Abd Mogsith Ghazali’ melihat al-Clur'an sebagai teks wahyu
yvang misi utamanya membawa kemaslahatan bagi manusia.
Kini, al-Qur'an berlayar secara sendirian mengunjungi
pelbagai negeri. tanpa bisa dikendalikan oleh Muhammad
SAW. Al-Qur'an berkeliling dan meluncur ke lautan lepas.
Mamun, oleh karena al-Our’an telah diletakkan sebagai kitab
petunjuk Tuhan yang diyakini kebenarannya, maka yang
dilakukan oleh umat kemudian bukanlah mengubah
sosoknya untuk  diseswaikan  dengan postur  zaman,
melainkan meremajakan tafsirnya secara terus-menerus
seiring dengan denyut peradaban manusia, dengan tidak
mengabaikan al-Sunnah, ljma’ dan Qiyas sebagai sumber dan
referensi skunder dalam menetapkan atau melakukan sstrnhdt
hukum.

| Hukum Islam schagai satu pranata sosial memibily doa fungss,
mel:w.i.knlud miﬂﬁuhﬂ#uﬁlﬂﬁ.uiibﬂnhm
perubshan eoaisl, likat dalam Ahmad Rofig, Pembaborrars Huburs Jilom di
Trdoaeiie, (Yogyakane: Gama Media, 2001}, 98.

T Abd Mogsith Ghazali, “Hermencutika  Pembebasam
Menghiduplan Al-Qur'an Darl Kematian," Lamaag, Volume VI Edisi
13. Nomar 1. Januari-Juni {2004}, 125-137,



Dalam perkembangan dan perjalanan waktu, Hukum
Islam seyogianya ditempatkan sebagai sebuah diskursus
untuk menemukan dimensi-dimensinya dalam arus sosial
kehidupan, di samping Hukum Islam sebuah normatifitas
absolut bagi pemeluknya. Pertanyaannya, apakah Hukum
Islam dalam realitas sosial menemukan makna ideal?
Bagaimana sesungguhnya kedudukan Hukum Islam di
Indonesia?

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

Sebelum menjawab lebih jauh pertanyaan di atas, ada
beberapa term  yang mesti  di"dudukkan”  dalam
hubungannya dengan Hukum Islam. Di antaranya shari’ah®,
fight, ushul figh®, yang ketiganya ibarat mata rantai yang saling
"berkelindan” satu sama lain, Bahkan dalam konteks praksis
relasi ketiganya sebuah relasi yang utuh, tidak dapat
ditinggalkan atau meninggalkan sato sama lain. Bahkan
kedudukan masing-masing memiliki makna dan arti bagi
Hukum Islam, dengan menempatkan sharifah sebagai
normatifitas makro yang sifatnya mengatur dengan cakupan
garis-garis besar,

Fara fugaha” memaknai kata shard'oh sebagal nama bagi
hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-MNya
dengan perantaraan FRasulullah supaya para hamba

! Dialam pengertion sedevhana shari®ah: afr ywrig meagalic. Isilah
hukum Alleh yang menunjukkan keteransran kehidopan manusis sehagai
makhluk yang berbodaya, berperadaban, yang memiliki keyvaldnan dans
noma-nonma kehidopan, Dapar dikarshan shari®ah adalah sorma-norma
Dizhi vang mengilcat dalam beansk oorr, moky dan lam-laim,

& Figh dalam kootcks cimologs: Pemabaman yang mondalam
REndang ajuan suar weapan den porbuatan, misaslnya Grman Allab: “Maka
mengaps orang-orang ity (orany muncfik) bompirdbanrpic tidak memabami
pemnbicardan sedikit pan™ QF. ap-Niza’s 78, Dialem terminologi Gagh adalah:
Pengetahuan entang hukum-hukum syara’ meagenal perbustan mamssia,
yang diambil dan dalil-dalil yang rinci.

% Becara scderhana adalab kaidah atas meiode vang dijadikan
ingtrumen untuk melakokan fafebdg (menggali) hukum.
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melaksanakannya dengan dasar iman, baik hukum itu yang
mengenai amalivah lahiriyah, maupun yang mengenai akhlak
dan "aqdid, kepercayaan yang bersifat batiniyah. ?

Dalam hal ini sheriak dapat dilihat dan ditempatkan
dalam mamstream absolutis yang mengatur tentang hal-hal
mana yang dapat dilakukan atau sebaliknya. Hubungan
antara shiri’ah, figh maupun wshul figh adalah hubungan
konstruktivisme vang mendukung tercapainva cita-cita
kemaslahatan sosial bagi manusia itu sendiri.

Perlu dilihat dengan proporsional ‘legitimes”  dan
wilayah yang menjadi otoritas masing-masing, baik shartal,
Sigh mavpun ushul figh. Sebagaimana dikatakan Abdullahi
Ahmed An-Na'im, mengulip pendapat 5 G Vesey-
Fitzgerald, hahwa: shariah adalah “ugas umat manusia yang
menyeluruh”, meliputi moral, teologi dan etika pembinaan
umat, aspirasi spritual, ibadah formal dan ritual yang rinct.
shari'ah  mencakup semua aspek hukum publk dan
perorangan, kesehatan, bahkan kesopanan dan akhlak. 7

Melihat pada pijakan di atas, eksisicnsialisme shari’ah
adalah keseluruhan hukum Tuhan menjadi totalitas dalam
kehidupan manusia. Baik mengenal hubungan hamba
dengan-Mya, manusia dengan sesama maupun sisi sosial lain
di mana hukum I[slam menjadi bagian vang tdak
terpisahkan. Adakah aspek-aspek kehidupan vang tidak
dapat dimasuki oleh otoritas Hukum Islam?

Hemat penulis, dalam konteks di mana pemeluk Islam
telah  menyatakan keislamannya, mereka tidak dapat
mengingkari bahwa "semangat” dan ruh Hukum lslam
menjadi bagian dalam realitas kehambaannya di depan

¥ Tenngks Mubammad Hasbi Ash Shiddicgy, Pergantar o Figh,
{Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 5.

T Abdullahi Ahmed An-Ma'im, Debonstraks! Syard'ab: Wacana
Kebehaion Sipal, Hak Asaid Mowmnsia dien Huburgen Tatersasional dalam
Isfama, 1on. Ahmad Susedy dan Amimoddin Arrani (Y opyakaria: LK, 1904),
25
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Tuhan maupun sebagai makhluk sosial. Sebagaimana telah
disebutkan di atas, sharfah Hdak saja  dihadirkan,
ditempatkan sebagai hukum Tuhan sentrisme, melainkan juga
menjelma sebagai nilai-nilai moral, teologi, etika dan lain
sebagainya. Marifes shari’ah menjadi kemutlakan yang tidak
dapat terhindarkan dalam realitas kemanusiaan. Tentu saja
keberlakuan sheriah idak mutlak untuk muslim an sich, ada
banyak contoh “semangat” dan ruh Hukum [slam memiliki
relevansi global, memiliki kesesuaian, kesesuaian elan Islam
dengan elan agama manapun. Misalnya larangan zina®, judi®,
khamr!? dan lain-lain. Pada agama-agama lain tentu tdak
mendapatkan tempat dan membenarkan perbuatan yang cela
tersebut.

Di balik itu, tidak dapat pula dinegasikan keberadaan
Sgh, Shari’ah tanpa figh hanya menghadirkan “kekosongan”
dan “kehampaan”, Hal ini dapat dilihat dari relevansi shari'ah
dan figh di tengah-tengah kenyataan sejarah melalui kasus-
kasus faktual yang terjadi di setiap saat dan kehidupan.
Dalam sejarah awal, figh di zaman Mabi Muhammad saw.
misalnya, merupakan entitas sosial yang tidak dapat
dihindari. Bagaimana ketika Nabi memberikan contoh shalat
yvang beliau contohkan sebagaimana dalam hadistnya:
“Shalatlah  kanmu  sebagarmana  kamu  melthal ok shalat”.
Demikian halnya muncel Imam Hanafi, Maliki, Shafi'i,
Hanbali merupakan kristalisasi dan dinamika figh yang terus
bergerak dan harus dihadapi dengan mendudukkan al-
Cur'an, al-Sunnah, ljma dan Qiyas sebagal sumber otoritatift!
pada masa itu bahkan hingga saat ini pun.

"%, al-Tera® 32.

* 05, al-Maidaho 90,

i Fhia,

I Ahmad Bofig, "tk Metodologi Formulasi Figh Indoneaia®™
dalam Epistemologs Syara’ Format Barm Figh Indoneda, Penyunting
Anang Haris Himawan (Yogyalars: Pestaks Pelajar, 2000), 103,
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Salah satu contoh masalah figh di atas, adalah bukt
bahwa figh menjadi bagian fenomena vang Hdak
terhindarkan, terus-menerus mengalir, bagaikan lautan yang
tidak bertepl. Sepamjang sejarah manusia masih digelar,
sepanjang itu pula Figh “menebarkan” relevansinva. Dalam
konteks dinamika sosial apapun, ekonomi, hukum, politik,
budaya dan lain-lain sulit untuk menolak dan mengabaikan

figh.

Bahkan dalam konteks lokal di tanah air misalnya,
(almarhum) Murcholish Madjid dan kawan-kawan telah
menggagas figh lintas agama yang dianggap kontroversi
bahkan ditentang oleh kelompok Islam lainmya. D4 sini dapat
dilihat, relevansi historis figh yang tidak pernah habis, terus-
menerus mengalami dialektika.

Figh adalah “obyek” yang senmantiasa bergerak dalam
pusaran waktu, dengan ungkapan lain, figh Gdak “kering”
kemudian “mati”, Sepanjang sejarah manusia terus berjalan,
sepanjang itu pula figh memiliki relevansinya dalam sejarah
manusia

Sehubungan dengan hal tersebut, fithad'? sebagai
proses “penalaran” dalam upaya menggali hukum memiliki
tempatl strategis untuk memberikan jawaban atas suatu
masalah ketika al-Cur'an dan Sunnah diam tdak memberi
jawaban® dengan menempatkan ushul figh sebagai sarana
metodologis melakukan istinhit hukum.

shul  figh  merupakan pranata penting  untok
melakukan istinbdl hukum. Diam dan “bisu-nya”™ otoritas al-
Qur'an® menempatkan rasioc manusia menjadi bermakna

2 Adalah wsaha dan upaya seorang mnflabid dakam mempercdeh
dan menggah hukum Allah dar sember-sumber syari®ah,

11 Abhdublahi Abmed An-Natim, Dekoosireksd,, 53,

U Oovitas al-Clur'an sebaga sumber bukum final dan mengikat
akan teEpl mssalah-messlah yang bersifat prinsipdl ddak dEater koalkris
dan defendelf, juscra i sind kecerdasan rasio manssia dipedulan deagan
“himbingan™ sumber primer al-Char*an melabukan keeweifitas ftibadipab.
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untuk melakukan kreatifitas fjithedi dalam upaya merespon
isu-isu figh temporer yang terjadi. Usind figh menjadi sarana
metodologis bagi rasio manusia melakukan ishnbdt hukum
dengan cara memahami, mengkritisi dan “menerjemahkan”
teks-teks suci al-Qur'an sebagal sumber otoritas Hukum
[slam. Tentu pendekatan hermeneutis, sosiologis dan historis
tdak dapat diabaikan dalam proses iftihond tersebut,
Mekanisme ijhihad dari aspek teknik dapat dibedakan
mengadi bga: perfama, gtthad bawdne (al-itiluid al-bayand, yaita
yhhad yang berhubungan dengan penjelasan kebahasaan
vang terdapat di al-Cur’an dan as-Sunnah. Kedua, ijtthad qoyas
fal-iititnicd al-giwdsi), vaitu hhod untuk menyelesaikan suatu
sengketa atau persoalan yang di dalam al-Cur'an dan al-
Sunnah tidak terdapat ketentuan hukumnya. (Qiyds ataw
tstifesin dapat digunakan sebagai sarana dalam kasus ind.
Ketiga, iphihad istisldln (al-ijichid al-istislihi), yaite qhiad dengan
menggunakan 'y yang tidak menggunakan ayat-ayat al-
Qur'an atau hadist tertentu secara khusus, tetapi ghihad itu
berpegang kepada “rui al- shari'ah”'* Untuk lebih mudah
gambar berikut dapat menjelaskan mekanisme {fhhad dalam
ushel fighte;

M AMQuran [ 4

8 Sunnah [Y7

Utshul Figh

¥

—Dlj_':ﬂnfi-—d—

¥ Jaiks Mubarok, Merodologd [iribad Hulsom ilam (Yogyaksmns: UL
Fresa, 202, 8,
W fhid
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Pendapat Noel ]. Coulson dalam bukunya Conflicts and
Tensions in The [slamic Jurisprudence sebagaimana dikutip
Ahmad Rofiq” mengidentifikasi karakteristik Hukum Islam
meliputi: (T) Wik dan Akal, artinya Hukum Islam dari langit
kemudian melalui akal manusia Hukum Islam diterjemahkan
secara sostologis-praksis, (2) Keseragawean dan Keberagaman,
bahwa sesungguhnya Hukum [slam dapat berlaku di mana
dan kapan saja, akan tetapi Hukum Islam tidak dapat berdiri
sendiri dari lokalitas sesial dan waktu. Oleh karena itu,
meskipun memiliki kasus yang serupa dapal saja keputusan
hukumnya berbeda, (3) Otorteriousme dan  Liberalisme,
Hukum Islam absolut dan tidak bisa nege substansi isinya,
akan tetapi seorang faglh dapat saja dengan kemampuan dan
integritas intelektual melakukan dekonstruks: iffihidi dalam
menetapkan  hukum sepanjang nash dan sunnah  belum
menetapkan dengan qat, (4) [dealtsme dan Realisme, Hukum
[slam memiliki cita-cita sebangun dengan cita-cita Islam
membawa mhmat, petunjuk dan pedoman bagi umat muslim
dan manusia umummya, (3) Hukum dan Moralites, keberadaan
Hukum [slam sekaligus sebagai hukum dan moral yang tidak
saja memuat diktum  sanksi tetapi juga suara  moral
bersumberkan dari Tuhan Yang Esa, (6) Stehilifes den
Perubahan, dalam koridor ini sharioh ditempatkan sebagai
aturar-aturan vang datang dan memiliki kekuatan gat?
sementara figh cenderung mengalami perubahan, bersifat
temporer, kontekstual dan bersifat zanmni.

Arus zaman manusia senantiasa mengalami perubahan
demikian halnya figh, ia dinamis dan mengalami perubahan
dari waktu ke waktu. Figh tidak statis dan kaku dalam
kemapanan, melainkan terus-menerus bergerak  dalam
“gejolak” kompleksitas sosial manusia. Bahkan kondisi im
menjadi keniscayaan yang diperlukan sepanjang sejarah

17 Ahmad Rofig, Pembabarmen Hukaum Tlam of  Tedomesia,
{Yogyakanu: Gama Media, 2001}, 25-28,
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manusia. Artinya dialektika manusia dengan persoalan figh
adalah keniscayaan, kemutlakan yang diperlukan betapapun
paradoks dan kompleksitas terus mengiringinya

Kendati rumit, persoalan figh patut digarisbawahi, ini
semua menegaskan bahwa figh memiliki nilai stratepis bagi
Hukum Islam untuk tercapainya kemaslahatan manusia di
hadapan Tuhan di satu sisi dan kemaslahatan manusia
dengan sesamanya di muka bumi pada sisi yang lain. Dengan
bimbingan akal, shari’ah dan wshul figh (baca; metodologi),
dapatkah manusia “menempatkan” dan “memainkan” figh
dengan konstruktif?

PARSIALITAS HUKUM ISLAM

GBHM telah menetapkan bahwa hukom nasional harus
dijiwai dan didasari oleh Pancasila dan UUD 1945, karena
Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber
hukum dan menjadi landasan semua produk hukuem di
Indonesia ’® Sahal Mahfudh dalam pengantar Penrhaharuan
Hukem [slam di [ndonesia menyebutkan Hukum Adat, Hukum
Baral, dan Hukum Islam sebagai sistem hukum yang berlaku
di Indonesia. Hal ini menunjukkan Hukum [slam telah
memiliki akar sosiologis dan historis dalam kehidupan umat
muslim i tanah air, di samping Hukom Adat dan Hukum
Barat.

Dengan diundangkannya UL Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang menjelaskan keberadaan
peradilan agama di Indonesia dan menetapkan wewenang
absolut dari peradilan agama yaitu perkawinan, kewarisan
dan wakaf,’ memperjelas kedudukan Hukum Islam dalam
tata hukum nasional, kendati sesungguhnya ketiga aspek
tersebut belum memadai sebagal representasi Hukum Islam.

® Amir Syarifuddin, Meretes Kebekuon [jtibad: fowelsn Penting
Hukwm [slam Kontemporer DN Indonesia, (Jakara: Ciputat Press, 2002}, 30,
* i, 32.
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Masih banyak materi Hukum Islam yang belum
terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI
hanya memuat dan mengatur beberapa di antara sekian
banyak materi Hukum Istam, KHI masih “berkutat” sekitar
hokum  (figh) keluarga (al-aledl  al-shakhsiimh)  dan
“meninggalkan” materl-materi Hukum lslam lainnya. Dari
sudut lain umat muslim dituntut mematuhi Hukum Positf,
hukum produk peninggalan kolondal Belanda, Sementara di
seberang sana KHI sudah lama “menunggu” dan “menuntut”
hal yang sama meskipun “integritas” materi-materi KHI
belum cukup menggembirakan.

KHI tidak dapat membatasi diri dan "berkutat” pada
masalah-masalah hukum keluarga (al-afrodl al-shakhstyali). Hal
ini menurut Ahmad Rofig® akan membawa implikasi
tersendiri, yakni munculnya sebuah pertanvaan besar
"mengapa Hukum Islam di Indonesia”™ cenderung dibatasi
pada masalah-masalah hukum perorangan atau hukum
keluarga (al-almil al-shrklsiyel) saja?

Justru di similah  tuntutan melakukan rekonstruksi
ulang dan menambah materi-materi Kl Il menjadi tuntutan
mendesak di masa mendatang, seiring perubahan dan
problematika sosial yang berlangsung intensif di tengah-
tengah kehidupan umat muslim. Diperlukan rumusan dan
improvisasi baru dengan menempatkan Hukum [slam secara
integral dan komprehensif. Tidak saja mengakomodasi
Hukum Islam dengan menitikberatkan hukum keluarga (al-
alandl af-shakhsiyal) an sich.

Semangat pemberlakuan  sherfah  Islam  sejumlah
daerah?! di tanah air beberapa waktu lalu setidaknya menjadi
momentum  untuk  menginternalisasi, mengintegrasikan
Hukum Islam dengan sesungguhnya. Tidak berhenti pada

= Almad Rofig, Peobabaruan..., 10,
A Arara laim MNampree Aceh Damssalam (WAD), Banmen dan
bebiragpa deerah lain,
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level formalisasi, di samping substansi dan arah semangat
pemberiakuan shari'ah (hukum Islam) tersebut tidak jelas ke
mana arah tujuannya. Demilian halnya, memberfakukan
shari’oh tidak sekadar wajib berjilbab bagi wanita muslim,
shalat™, hukum cambuk dan arebisgst nama  instans
pemerintah, misalkan di Mangroe Aceh Darussalam (NAD)
dan daerah lain yang telah menerapkan Hukum Islam
dimaksud. Hukum Islam merupakan satu-kesatuan yang
utuh dan integral yang tidak dapat dipisahkan dalam
kehidupan wumat muslim dan manusia omumnya
Mungkinkah?
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